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BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI GARUT
NOMOR 141.1/KEP.823-DPMD /2021

TENTANG

PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA PAKENJENG

Menimbang

KECAMATAN PAMULIHAN

BUPATI GARUT,

:a. bahwa sesuai surat Ketua Badan Permusyawaratan

Desa Pakenjeng Kecamatan Pamulihan Nomor
141.1/08-BPD/2021 tanggal 22 Juni 2021 hal Laporan Hasil
Pemilihan Kepala Desa Pakenjeng, telah dilaksanakan
pemilihan Kepala Desa Pakenjeng Kecamatan Pamulihan;

bahwa berdasarkan Keputusan Panitia Pemilihan
Kepala Desa Pakenjeng Kecamatan Pamulihan Nomor
141.1/Kep - PPKD 07/2021 tentang Penetapan Calon Kepala
Desa yang Memperoleh Suara Terbanyak Desa Pakenjeng
Kecamatan Pamulihan Tahun 2021, Sdr. Saddam Sanjaya
ditetapkan sebagai calon kepala desa yang memperoleh suara
terbanyak;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf c
Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 18 Tahun 2014
tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian
Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3
Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemilihan,
Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Pasal 69
ayat (3) Peraturan Bupati Garut Nomor 11 Tahun 2021 tentang
Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Garut Nomor 30 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 11 Tahun 2021
tentang Pemilihan Kepala Desa, Bupati menerbitkan keputusan
mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala desa paling
lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari Badan
Permusyawaratan Desa,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c¢, perlu menetapkan
Keputusan Bupati Garut tentang Pengesahan dan
Pengangkatan Kepala Desa Pakenjeng Kecamatan Pamulihan;
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang
dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia ~Nomor 5495)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014
tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014

tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang
Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66
Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan
Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia
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7. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 18 Tahun 2014
tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian
Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014
Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut
Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3
Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemilihan,
Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Garut Tahun 2020 Nomor 3);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016
tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut
(Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat
Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut
Tahun 2016 Nomor 9);

10. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang
Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut
Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 139
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan
Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita
Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 139);

11. Peraturan Bupati Garut Nomor 11 Tahun 2021 tentang
Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Garut
Tahun 2021 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Garut Nomor 30 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 11 Tahun 2021
tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Garut
Tahun 2021 Nomor 30);

Memperhatikan : 1. Surat Camat Pamulihan Nomor 141.1/342-Kec/2021 tanggal
24 Juni 2021 hal Laporan Hasil Pemilihan
Kepala Desa Pakenjeng;

2. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Pakenejng
Kecamatan Pamulihan Nomor 141.1/08-BPD/2021 tanggal
22 Juni 2021 hal Laporan Hasil Pemilihan

Kepala Desa Pakenjeng;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN DAN
PENGANGKATAN KEPALA DESA PAKENJENG
KECAMATAN PAMULIHAN.
KESATU : Mengesahkan dan Mengangkat Sdr. SADDAM SANJAYA sebagai

Kepala Desa Pakenjeng Kecamatan Pamulihan, untuk
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KEDUA Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU
diangkat untuk masa jabatan 6 (enam) tahun sejak tanggal
pelantikan.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Garut
Ta-tanggal 27 - 7 - 2021
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